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KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMBUR 
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI 
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DESA LAMBUR  KECAMATAN MREBET
TAHUN 2022

DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET 
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA LAMBUR

	Menimbang
	:
	a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa Lambur Kecamatan Mrebet  Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, maka memandang perlu untuk menetapkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan  Pembangunan Sarana/Prasarana  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa Lambur  Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lambur tentang Penetapan Jenis Kegiatan dan Lokasi Pembangunan Sarana/Prasarana  Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa Lambur. Kecamatan Mrebet  Kabupaten Purbalingga Tahun 2022;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2007   Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Undang-undang Nomor  3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;

25. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Dearah Serta Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Purbalingga;
26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 38); 

27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Purbalingga; 

28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 62);

30. Peraturan Desa Lambur Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025;

31. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lambur Tahun 2022;

32. Peraturan Desa Lambur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Lambur Tahun 2022 Nomor 06);

33. Peraturan Desa Lambur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

34. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (Tpk) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Yang Bersumber Dari Apbdes Tahun Anggaran 2022
35. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Desa Tahun Anggaran 2022



	Memperhatikan
	:
	Usulan masyarakat Desa Lambur terkait infrastruktur dalam pembangunan Desa Lambur

	

MEMUTUSKAN

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	Menetapkan jenis kegiatan dan lokasi Pembangunan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Desa Lambur  Kecamatan Mrebet  Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

	KEDUA 
	:
	Penetapan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berdasarkan hasil Musyawarah Desa.


	KETIGA
	:
	Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2022.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Di tetapkan di	:	Desa Lambur
[bookmark: _GoBack]Tanggal	:	19 Agustus 2022
KEPALA DESA LAMBUR






TUTI HARYANI



LAMPIRAN	Keputusan Kepala Desa Lambur
Nomor	: 20 Tahun 2022
Tentang	:	Penetapan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBDes Lambur Tahun 2022


PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
DESA LAMBUR KECAMATAN MREBET TAHUN 2022

	NO
	JENIS KEGIATAN
	VOLUME
	LOKASI

	1
	PERSIAPAN LAPANG
	80,5 M2
	RT 12/04

	2
	TEMPAT PEMAIN CADANGAN
	12 M2
	RT 12/04

	3
	PINTU MASUK
	1 PAKET
	RT 12/04

	4
	TEMBOK KELILING LAPANG
	1 x 420 M2
	RT 12/04






KEPALA DESA LAMBUR





TUTI HARYANI


BERITA ACARA

PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI APBDES LAMBUR 
TAHUN 2022


Pada hari ini Jum’at tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, telah dilaksanakan Musyawarah Desa berkaitan dengan Penetapan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBDes Lambur Tahun 2022 di Desa Lambur  Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga yang dihadiri oleh :
1. Kepala Desa Lambur
2. Unsur BPD Lambur
3. Unsur Perangkat Desa Lambur
4. Unsur LPMD Lambur
5. Unsur Masyarakat Desa Lambur

Materi atau topik yang dibahas dalam  Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi  atau Topik :
1. Penetapan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBDes Lambur Tahun 2022

B.   	Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :
Pemimpin musyawarah	:	Karsono ( Ketua BPD )
	Notulen	:	Evi Agustin ( Sekretaris Desa )
	Narasumber   	:	1. 	Tuti Haryani ( Kepala Desa )
					
Setelah  dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa yaitu  :
1. Persetujuan Jenis Kegiatan Dan Lokasi Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari APBDes Lambur Tahun 2022

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar proses selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	Mengetahui,
Kepala Desa Lambur





TUTI HARYANI
	Lambur, 19 Agustus 2022
Pimpinan Musyawarah





KARSONO


DAFTAR HADIR
	KETERANGAN
	:
	PENETAPAN JENIS KEGIATAN DAN LOKASI BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI APBDES LAMBUR TAHUN 2022

	HARI / TANGGAL
	:
	Jumat, 19 Agustus 2022

	TEMPAT
	:
	BALAI DESA LAMBUR


	NO
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	TANDA TANGAN
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Lambur, 19 Agustus 2022
Mengetahui,
Kepala Desa Lambur






TUTI HARYANI
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